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1.1. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaran pemerintahan tersebut meliputi pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta, peningkatan peran, masyarakat yang bertujuan untuk meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah memerlukan sebuah prinsip tanggung jawab atas kewenangan yang diberikan sehingga tujuan pembentukan daerah otonom dapat dicapai dengan hasil yang maksimal.
Manajemen sumber daya aparatur termasuk strategi yang sangat berperan dalam pengembangan daerah dan mewujudkan daerah yang maju dan mandiri. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan cermin dari manajemen sumber daya manusia dalam lingkup pemerintahan yaitu sebagai aparat yang melaksanakan tugas pemerintahan. Dengan tidak mengurangi peran seorang bawahan sebagai penyelenggara dan pelaksana sebuah kebijakan organisasi, pemimpin organisasi diharapkan memiliki sebuah kemampuan lebih untuk dapat mendorong perilaku positif bawahan. Sebab anggota kelompok yang menjadi bawahan memerlukan pembimbing yang dapat menentukan apa yang harus dilakukan serta diarahkan dalam hal menentukan sebuah tindakan yang tepat.




1



Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah tujuan organisasi.
Kepemimpinan merupakan salah satu isu dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan hingga dewasa ini. Media massa, baik elektronik maupun cetak, seringkali menampilkan opini dan pembicaraan yang membahas seputar kepemimpinan. Pemimpin sangat strategis dan penting bagi pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.
Pimpinan dalam memberikan perhatian untuk membina, menggerakan dan mengarahkan semua potensi pegawai di lingkungannya memiliki pola yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu disebabkan oleh gaya kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap pemimpin. Kesesuaian antara gaya kepemimpinan, norma-norma dan budaya organisasi dipandang sebagai suatu prasyarat kunci untuk kesuksesan tujuan dari organisasi.
Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor penting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun public, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai pemimpin menjadi focus yang menarik perhatian para peneliti bidang keorganisasian. Pemimpin memegang peran kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan struktur organisasi.
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Penyebab dari fenomena tersebut yaitu, kurangnya SDM yang berkualitas, pembagian kerja yang tidak sesuai, kurangnya rasa tanggung jawab pada pekerjaannya serta keputusan pemimpin kurang konsisten. Namun dengan hal tersebut, pemimpin harus mengantisipasi dari fenomena masalah tersebut guna mencapai tujuan organisasi.
Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang berat, untuk itu harus memiliki persiapan yang memadai, baik mental maupun psikologis dalam mengemban dan melaksanakan tugasnya, terutama dalam menghadapi segala permasalahn dan tantangan yang dihadapi untuk menciptakan dan memberikan kenyamanan bagi seluruh pegawai dan stakeholder di dalam organisasi publik.
Pemimpin sebagai pengerak dan koordinator dari sumber daya alam, sumber dana dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang melakukan kerja sama guna bertingkah laku dalam mencapai tujuan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu berjalan memberikan contoh bagaimana harus bekerja. Pemimpin salah satu unsur yang menentukan dalam mengembangkan suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam suatu organisasi pemimpin dan kepemimpinan diharapkan lahir berbagai gagasan baru, yang memberikan dorongan lahirnya perubahan, kegiatan dan seluruh proses kegiatan organisasi.
Flippo dalam Syamsu (2017: 33) mengungkapkan “gaya kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai tujuan tertentu”.



Pemimpin yang berhasil mempengaruhi hasil organisasi adalah para pemimpin dengan adanya gayanya masing-masing berhasil mengantisipasi perubahan, mengekploitasi peluang secara luar biasa memperbaiki kinerja yang buruk dan mengarahkan organisasi kesasarannya. Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin agar bekerja sama dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi.
Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan pemerintahan dengan tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempraktekkan good governance atau kepemerintahan yang baik. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh- sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan public service sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
Good governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Good governance telah menjadi isu sentral, dimana dengan adanya era globalisasi tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah suatu keniscayaan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat.
Pemerintahan yang baik akan menghasilkan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun lainnya artinya semua unsur dalam pemerintah bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari



rakyat, dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.
Sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia.
Organisasi publik peningkatan kualitas pelayanan publik adalah titik penting sebagai ujung akhir dari keseluruhan reformasi administrasi pemerintahan di Indonesia. Hal ini beralasan karena kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh sektor publik saat ini masih sangat memprihatinkan. Begitu banyak pengaduan atau keluhan, pernyataan ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, kualitas pelayanan publik menjadi titik strategis dimana kepercayaan masyarakat secara luas kepada pemerintah dipertaruhkan.
Good Governance diharapkan dapat memperbaiki kualitas pelayanan publik yang buruk dimata masyarakat. Beberapa masalah pelayanan public adalah maraknya Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, birokrasi yang lamban dan berbelit-belit, pegawai pemerintah yang tidak ramah, tertutup informasi kepada masyarakat, pemborosan anggaran pada hal-hal yang tidak mendukung kesejahteraan masyarakat, ketidakbebasan mengeluarkan pendapat, kritik maupun saran serta masalah diskriminasi pelayanan yang sering melihat dari suku, agama, jabatan,



status sosial masyarakat serta hubungan kekeluargaan. Masalah-masalah tersebut telah menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tantangan dalam mewujudkan good governance yaitu pembagian peran antara pemerintah dan lembaga non pemerintah yang sering masih sangat timpang dan kurang proporsional sehingga sinergi belum optimal. Kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien dan bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas.
Penulis terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penulis ini, maka penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian pertama dilakukan oleh Pahrizal Iqrom berjudul “Peranan Camat dalam Mewujudkan Good Governance (Studi di Kantor Camat Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Camat Batukliang Utara sudah mampu menjalankan tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelayanan pemerintah di kabupaten yang memiliki peran penting dalam mencapai Good Governance. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang Gaya Kepemimpinan Camat dalam mewujudkan Good Governance di Kantor Kecamatan Ciniru. Camat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip-prinsip Good Governance.
Berdasarkan tersebut dapat memberikan gambaran bahwa betapa besar gaya kepemimpinan oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi karena sebagai seseorang yang menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan. Pemimpin merupakan kekuatan semangat dan kekuatan moral yang mampu



memengaruhi para anggota untuk mengubah sikap, dan tingkah laku bawahannya. Pemimpin diharapkan mampu menciptakan perubahan dalam sebuah organisasi. Berdasarkan permasalahan yang peneliti uraikan terkait dengan Gaya Kepemimpinan. Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan”.
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan dari peneliti bahwa Gaya Kepemimpinan Camat dalam mewujudkan Good Governance di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan belum optimal.
1. Bagaimana gaya kepemimpinan Camat dalam mewujudkan good governance di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan?
2. Bagaimana faktor – faktor yang menghambat Camat dalam mewujudkan

good governance di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan good governance di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan?
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan Camat dalam di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Camat dalam mewujudkan

good governance di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.



3. Untuk mengetahui upaya apa saja dalam mengatasi hambatan yang dilakukan oleh Camat dalam mewujudkan good governance di Kantor Kecamatan Ciniru Kabupaten Kuningan.
1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian terdiri atas :

1. Kegunaan teoritis, yaitu kegunaan penelitian bagi pengembangan ilmu/ teori Administrasi Publik dan untuk memperkaya literatur dalam bidang Administrasi Publik.
2. Kegunaan praktis, yaitu kegunaan penelitian bagi pemerintah daerah pejabat dilokasi penelitian, peneliti yang lain akan melakukan penelitian lanjutan, masyarakat dan/atau pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan atau bahan informasi bagi peneliti selanjutnya atau mahasiswa lain yang berminat mendalami studi tentang Gaya Kepemimpinan dalam mewujudkan Good Governance.
